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ABSTRAK 

BMT Bina Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah 

yang dalam usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. 

Dalam menyalurkan pembiayaan kreditur melakukan analisis dan pengawasan 

secara mendalam kepada debitur. Didalam pelaksanaannya seringkali ditemukan 

nasabah yang tidak melakukan prestasi khususnya nasabah yang menggunakan 

jaminan fidusia. Adanya nasabah yang wanprestasi mempengaruhi kinerja BMT 

Bina sejahtera. Untuk itu diperlukan upaya didalam menangani pembiayaan 

bermasalah tersebut melalui Rescheduling dan Reconditioning. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas dua 

permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan rescheduling dan reconditioning 

terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia 

di BMT Bina Sejahtera Sleman dan apakah rescheduling dan reconditioning pada 

perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia telah memenuhi fungsinya dalam 

upaya penanganan nasabah wanprestasi di BMT Bina Sejahtera Sleman. 

 

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data 

yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan 

rescheduling dan reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera, selain itu penulis 

menggunakan metode deskriptif analitis, kata deskriptif dapat dimaknai sebagai 

penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 

atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan 

fakta, dimana penulis dalam melakukan pendekatan deskriptif analitis itu 

menggunakan metode kualitatif. 

 

Dari hasil penelitian dianalisis bahwa pelaksanaan rescheduling dan 

reconditioning di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu, 1. 

Identifikasi Masalah, 2. Penyelamatan Awal, 3. Musyawarah, 4. Pemberian Surat 

Keputusan Tindakan, 4. Pembuatan Addendum, f. Pengawasan dan Pembinaan. 

Dari beberapa prosedur pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning yang 

dilakukan oleh debitur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada 

yang meliputi, tidak dipenuhinya syarat-syarat Rescheduling dan Reconditioning 

yang telah dibuat kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan didalam penerapan 

Reconditioning, tidak adanya pengkategorian yang jelas dalam pelaksanaan 

Rescheduling dan Reconditioning. Peran Rescheduling dan Reconditioning sangat 

membantu baik kepada debitur maupun kreditur didalam mengatasi nasabah 

wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan Rescheduling dan 

Reconditioning di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat 

dirasakan secara optimal oleh debitur dan kreditur. 

 

Kata kunci: Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning, Perjanjian Kredit, 

Jaminan Fidusia, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). 
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MOTTO 

 

-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan?    Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa 

kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan  

(al- -Shaff : 2-3) 

 

 

 

-kali melupakan guru yang telah menganalkanmu dzahir-

dzahir syariat, terlebih guru mursyidmu yang telah membimbingmu 

menuju Allah SWT, Salah satu sebab kenapa Aku memperoleh derajat 

terhormat saat ini adalah karena Aku sangat menghormati guru-guru 

 

 

(Maulana al-Habib Muhammad Luthfi bin Yahya) 

 

 

 

 

(Muhammad Nuur Rohmaan) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tahun 2016 merupakan awal diberlakukannya ASEAN Economic 

Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), MEA merupakan suatu 

pola yang mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem 

perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Dengan 

hadirnya MEA maka setiap negara di ASEAN termasuk Indonesia harus 

melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam bidang 

ekonomi, pembangunan dalam bidang ekonomi bagi Indonesia bukan hanya 

tindakan nyata guna menghadapi MEA saja, melainkan suatu tindakan nyata 

untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sesuai yang tertuang di dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu: 

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

 

Telah kita ketahui bersama bahwa pembangunan dalam bidang ekonomi 

merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harapannya dapat 

mewujudkan Bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 

dan Pancasila. Namun tidak mudah melakukan pembangunan nasional dalam 

bidang ekonomi secara berkesinambungan karena dibutuhkan dana yang besar, 

terlebih sektor pembangunan nasional dalam bidang ekonomi yang fokus digarap 

pemerintah adalah sektor usaha mikro dimana pendanaan dalam sektor usaha 

mikro sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam-meminjam. 
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Pinjam meminjam sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh oleh 

pelaku sektor usaha mikro dalam memenuhi ketersediaan dana melalui jasa 

perbankan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan disebutkan “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat”, juga disebutkan terkait dengan tugas 

lembaga perbankan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syari’ah yaitu “Bank Syariah dan Unit Usaha Syari’ah wajib 

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”. Selain itu 

didalam Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan, 

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota 

koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.” 

 

Salah satu jasa perbankan yang sangat dikenal oleh pelaku sektor usaha 

mikro adalah kredit atau pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Bank atau 

koperasi selaku pemberi fasilitas kredit tugasnya tidak hanya sekedar melakukan 

penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada 

debiturnya tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan, hal itu agar usaha 

nasabah berhasil sehingga dapat mengembalikan utangnya dengan lancar.1  

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi yaitu credere yang artinya 

percaya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kredit didasarkan kepada 

kepercayaan atau truth. Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU 

                                                           
1 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 3. 
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Perbankan disebutkan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga“.2 

Kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada 

kepercayaan karena debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar 

lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu bank 

dalam memberikan kredit kepada nasabah berpedoman pada prinsip pemberian 

kredit, antara lain: 3 

1. Watak (Character) 

2. Kemampuan (Capacity) 

3. Modal (Capital) 

4. Jaminan (Collateral) 

Salah satu prinsip dalam pemberian kredit yaitu jaminan atau collateral, 

prinsip jaminan ialah suatu wujud kehati-hatian karena jaminan sebagai pengaman 

dalam pengambilan kredit oleh debitur baik jaminan kebendaan maupun jaminan 

perorangan. Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi 

persyaratan dari bank, salah satunya dengan adanya jaminan kredit, karena fungsi 

dari pemberian jaminan kredit adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada 

bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila 

                                                           
2 Ibid., hlm. 153. 
3 Ibid., hlm. 159. 
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debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian.4 

Secara umum kita kenal dua bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan 

dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya 

mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap 

benda tertentu. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai 

hubungan langsung dengan benda tertentu.5 Dalam kenyataan, jaminan yang 

seringkali digunakan oleh para pelaku usaha sektor mikro di BMT Bina Sejahtera 

adalah jaminan kebendaan lebih spesifik lagi adalah jaminan fidusia. Dalam 

pelaksanaan fidusia barang-barang yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan 

debitur, tidak ada penyerahan barang jaminan secara fisik kepada kreditur dan 

kreditur wajib menolak apabila terdapat penyerahan barang, adapun yang ada 

adalah penyerahan kepemilikan barang secara kepercayaan kepada kreditur 

apabila debitur wanprestasi atas utangnya untuk kepentingan eksekusi fidusia.6 

Ada beberapa alasan mengapa jaminan fidusia banyak diminati oleh debitur dalam 

perjanjian kredit di BMT Bina Sejahtera yaitu, 

1. Barang dijaminkan secara fidusia kebanyakan dimiliki oleh para pelaku usaha 

sektor mikro seperti contoh motor, mobil dan lain sebagainya. 

2. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera 

relatif lebih mudah dan cepat. 

3. Jumlah pengajuan dana pinjaman oleh debitur dalam nominal yang sedikit. 

                                                           
4 Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 

2012), hlm. 45. 
5 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11. 
6 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, ..., 

hlm. 236. 
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4. Barang yang dijaminkan oleh debitur masih dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan produksi karena yang diserahkan kepada pihak bank adalah bukti 

kepemilikan barang.  

Namun beberapa alasan yang penulis kemukakan diatas menimbulkan 

permasalahan yaitu yang semula jaminan fidusia sebagai penjamin dipenuhinya 

kewajiban debitur kepada kreditur seakan menimbulkan kelengahan debitur yang 

berupa tidak dibayarkannya angsuran, kelengahan itu disebabkan karena nilai 

barang yang dijaminkan kian menurun dan barang jaminan masih ditangan 

debitur. Sering timbulnya wanprestasi berupa kredit macet terhadap perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia inilah yang menjadi alasan penulis mengapa 

memilih perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sebagai obyek penelitian. 

Perikatan fidusia terjadi apabila adanya perjanjian pemberian fidusia 

sebagai jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah 

perjanjian, terdapat dua hal yang dapat menghalangi pelaksanaan perikatan yaitu 

overmacht, keadaan dimana tidak terlaksananya perjanjian karena peristiwa yang 

terjadi diluar kesalahan pihak-pihak yang bersangkutan dan wanprestasi yaitu 

sebuah prestasi buruk yang berarti tidak terlaksananya perikatan karena kesalahan 

debitur. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak 

mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji.7 

Cidera Janji dalam perjanjian kredit merupakan penyebab kredit macet, bukan 

suatu hal yang aneh apabila nasabah dan bank mengalami kredit macet namun 

                                                           
7 Tan Kanelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung: 

Alumni,  2004),  hlm. 188. 
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bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau 

meminimalisir dampak buruk kredit macet tersebut. 

Hampir semua lembaga perbankan pernah mengalami kredit macet seperti 

yang terjadi di BMT Bina Sejahtera, selain penyebab yang penulis kemukakan 

diatas sering ditemukan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar 

angsuran disebabkan karena usaha yang dilakukan oleh debitur mengalami 

penurunan pendapatan bahkan kerugian, hal demikian bukan merupakan hal yang 

tidak asing lagi dalam dunia bisnis karena pasang surut dalam dunia bisnis adalah 

suatu kewajaran. Namun hal ini membuat pihak kreditur mengalami kerugian 

karena debitur mengalami pembiayaan bermasalah, pihak bank harus 

menanggung resiko dari debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. 

Guna mengatasi resiko pembiayaan akibat dari wanprestasi debitur maka 

bank dapat melaksanakan upaya agar modal pokok yang dikeluarkan kembali lagi. 

Upaya tersebut berupa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur. 

Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian 

yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, koperasi syariah dapat melakukan 

restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan 

kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan 

mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.8 Dalam Pasal 1 

ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas 

PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai 

                                                           
8 Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 203. 
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upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya yang berupa Rescheduling, Reconditioning dan 

Restructuring. 

Dalam kenyataan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh 

BMT Bina Sejahtera selaku kreditur kepada nasabah wanprestasi hanya berupa 

Rescheduling dan Reconditioning. Rescheduling dapat didefinisikan sebagai 

perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal 

pembayaran dan atau jangka  waktunya, Reconditioning adalah perubahan 

sebagian atau seluruh syarat - syarat kredit atau pembiayaan yang tidak terbatas 

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau pembiayaan. 

Rescheduling dan Reconditioning sebagai upaya penyelamatan pembiayaan 

bermasalah secara administrasi di BMT Bina Sejahtera dalam praktinya berfungsi 

membantu nasabah yang wanprestasi didalam meyelesaikan kewajibannya. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih 

lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul 

“Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi 

pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera 

Sleman“. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka 

permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap debitur 

wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina 

Sejahtera Sleman ? 

2. Apakah Rescheduling dan Reconditioning pada perjanjian pembiayaan dengan 

jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman telah memenuhi fungsinya 

dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning yang 

diterapkan kepada debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan 

jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman  dalam praktiknya. 

2. Untuk mengetahui apakah Rescheduling dan Reconditioning pada perjanjian 

pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman telah 

memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil  dari penelitian ini berupa sumbangsih pemikiran maupun 

kontribusi ilmiah yang harapannya dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya 

Hukum Perbankan di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait khususnya praktisi koperasi syariah dan 

perbankan didalam pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap 

nasabah wanprestasi guna tercapainya pelayanan maksimal oleh kreditur kepada 

debitur. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana 

penulis ungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini maka penulis 

berusaha menghindari plagiat data dengan cara menyertakan sumber-sumber 

dalam penulisan penelitian, maka penulisan penelitian ini menggunakan beberapa 

literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang restrukturisasi 

khususnya Rescheduling dan Reconditioning. Adapun beberapa penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Skripsi Durroh Abdur Rokhis yang berjudul “Pelaksanaan Rescheduling 

terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syari’ah 

Cabang Yogyakarta)“. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Rescheduling 



10 

 

terhadap nasabah wanprestasi pada Akad Murabahah di BRI Syari’ah Cabang 

Yogyakarta yang ditinjau dari aspek Hukum Islam, dalam skripsi ini disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Rescheduling di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta telah 

sesuai dengan Hukum Islam, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan 

Rescheduling dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa 

perpanjangan waktu dilakukan tanpa unsur paksaan. Perbedaan yang mendasar 

dengan penelitian yang penulis buat ialah tempat penelitian, selanjutnya Skripsi 

Durroh Abdur Rokhis membahas pelaksanaan Rescheduling terhadap nasabah 

wanprestasi pada Akad Murabahah sedangkan penelitian ini membahas 

Rescheduling dan Reconditioning pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, 

selain itu penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap sejauh mana mekanisme 

Rescheduling dan Reconditioning yang dilakukan BMT Bina Sejahtera apakah 

sudah sesuai dengan perjanjian akad yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur.9 

Skripsi Nurul Hidayah yang berjudul “Peran Rescheduling dan 

Reconditioning dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS 

BMT Walisongo Semarang“. Skripsi ini membahas tentang peran dan strategi 

yang dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo didalam menangani pembiayaan 

bermasalah dalam segi ekonomi syari’ah, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa 

Rescheduling dan Reconditioning sangat membantu pihak KJKS BMT Walisongo 

dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun cara Rescheduling yang 

diterapkan oleh KJKS BMT Walisongo lebih memberikan keuntungan pihak 

BMT jika dilihat dari aspek ekonomi sya’riah. Perbedaan yang mendasar antara 

                                                           
9 Durroh Abdur Rokhis, “Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi pada 

Akad Murabahah (Studi di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta) “, Skripsi,  Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008). 
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Skripsi Nurul Hidayah  dengan penelitian ini yaitu kajian yang penulis lakukan 

berdasarkan penerapan Rescheduling dan Reconditioning  sesuai yang telah 

ditetapkan oleh BMT Bina Sejahtera. Selain itu peran Rescheduling dan 

Reconditioning  didalam menyelesaikan kredit macet didapat berdasarkan efek 

dari perubahan perjanjian dan tatacara pelaksanaan Rescheduling dan 

Reconditioning berdasar dengan perjanjian akad yang telah dibuat oleh kreditur 

dan debitur.10  

Skripsi Pramitha Rianawati yang berjudul “Restrukturisasi Kredit 

Bermasalah dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Kredit Sindikasi“. Skripsi ini 

membahas tentang akibat hukum yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian 

kredit sindikasi, selain itu juga dibahas mengenai akibat hukum pelaksanaan 

restrukturisasi kredit macet pada perjanjian kredit sindikasi. Perbedaan yang 

mendasar antara Skripsi Pramitha Rianawati dengan penelitian ini yaitu kajian 

yang penulis lakukan berdasarkan penerapan restrukturisasi khususnya 

pelaksanaan rescheduling dan reconditioning  terhadap perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia, sedangkan Skripsi Pramitha Rianawati membahas praktik 

restrukturisasi secara umum dan lebih spesifik terhadap perjanjian kredit 

sindikasi.11  

Skripsi M Abdul Qodir Rahmatullah  yang berjudul “Kolektabilitas 

Nasabah dan Rescheduling pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syari’ah Kantor 

Cabang Induk Gubeng Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang kualitas kredit 

                                                           
10 Nurul Hidayah, “Peran Rescheduling dan Reconditioning dalam Upaya Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang“, Skripsi, Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2012) . 
11 Pramitha Rianawati, “Restrukturisasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya dalam 

Perjanjian Kredit Sindikasi“, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2012) . 



12 

 

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melakukan 

Rescheduling yang dikaji berdasarkan ekonomi syari’ah, dalam skripsi ini 

disimpulkan bahwa terekamnya kolektabilitas nasabah pada kolektabilitas 4 

selama 3 bulan di daftar hitam Bank Indonesia akan berdampak sulitnya nasabah 

melakukan pembiayaan pada bank-bank lain. Perbedaan yang mendasar Skripsi M 

Abdul Qodir Rahmatullah membahas kualitas kredit nasabah yang mengalami 

Rescheduling sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan 

Rescheduling dan Reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia.12  

Skripsi Dwi Antoro yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet dalam 

Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta”. Skripsi ini membahas 

tentang penyelesaian kredit macet dan kendala yang dialami dalam penyelesaian 

kredit macet di BRI Cabang Mlati Yogyakarta, dalam skripsi ini disimpulkan 

dalam menyelesaikan kredit BRI Cabang Mlati Yogyakarta telah mengembangkan 

penyelesaian kredit macet dari teori hukum bisnis dan tidak bertentangan dengan 

hukum positif yang ada. Skripsi Dwi Antoro ini membahas penyelesaian kredit 

macet yang dilakukan BRI Cabang Mlati Yogyakarta yang meliputi restrukturisasi 

kredit, penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit jalur hukum, 

penyelesaian kredit melalui pihak ketiga dan lelang parate eksekusi, hal ini 

berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang hanya spesifik pada 

                                                           
12 M Abdul Qodir Rahmatullah, ”Kolektabilitas Nasabah dan Recheduling pada 

Pembiayaan Murabahah di BRI Syari’ah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya”, Skripsi, 

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

(2013). 
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restrukturisasi kredit khususnya didalam pelaksanaan Rescheduling dan 

Reconditioning .13  

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul yang 

diajukan penulis belum ada, dalam artian belum ada yang mengkaji secara khusus 

pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman 

Yogyakarta dalam prakteknya. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Restrukturisasi Pembiayaan 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang 

Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syari’ah Pasal 1 

ayat 7 Restrukturisasi Pembiayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan 

bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. 

Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:14 

a. Rescheduling, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu 

kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. 

b. Reconditioning, yaitu dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti 

kapitalisme bunga. 

                                                           
13 Dwi Antoro, ”Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang 

Mlati Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, (2015). 
14 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2012), hlm. 181. 
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c. Restructuring, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah 

equity dengan menyetor uang tunai tambahan dari kreditur. 

d. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar 

semua utang-utangnya. 

Didalam teori hukum perbankan Rescheduling dan Reconditioning 

dilakukan atas itikad baik kreditur kepada debitur yang fungsinya adalah 

a. Melalui Rescheduling dan Reconditioning  diharapkan kreditur dapat 

membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja. 

b. Melalui Rescheduling dan Reconditioning  kreditur dapat mewujudkan 

kesejahteraan mitra kerjanya. 

c. Dengan Rescheduling dan Reconditioning  harapannya beban ekonomi yang 

ditanggung oleh mitra kerja berkurang. 

d. Melalui Rescheduling dan Reconditioning  sebagai upaya nyata untuk 

menghindari kerugian bagi kreditur.15 

2. Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang 

berupa kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam 

perjanjian. Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditur dan debitur.16 Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila oleh kreditur 

sudah diberikan peringatan, namun peringatan yang diberikan tidak menyebabkan 

                                                           
15 Ibid,. 
16 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

Cet-9, hlm. 180. 
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terpenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur maka kreditur melakukan 

langkah-langkah penyelamatan agar debitur memeuhi kewajibannya. 

Prof. R. Subekti, S.H. mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah 

kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu:17 

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan. 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 

3. Perjanjian Kredit 

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata Belanda overeenkomst 

dan terjemahan dari kata Inggris contract, ada dua macam teori yang membahas 

tentang perjanjian yaitu teori lama dan teori baru, teori lama mendefinisikan 

perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 BW “Suatu Perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih”.18 Menurut Rutten, rumusan perjanjian dalam Pasal 

1313 BW mengandung kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan 

juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga 

perbuatan melawan hukum.19 Teori lama dikatakan tidak jelas karena hanya 

disebutkan perbuatan saja sehingga yang bukan perbuatan hukum dikatagorikan 

                                                           
17 http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html, diakses 

pada 29 Maret 2016 pukul 23.20 WIB. 
18 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), ..., hlm. 161. 
19 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari 

Perjanjian dan dari Undang-Undang, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 46. 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html
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sebagai perjanjian, ketidakjelasan dalam teori lama ini memunculkan teori baru 

yang dikemukakan oleh Van Dunne, menurutnya perjanjian adalah suatu 

hubungan hukum anatara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.20 

 Dalam Pasal 1320 BW disebutkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian 

yang meliputi adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat 

suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hukum 

perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas 

tersebut adalah seperti diuraikan di bawah ini: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang boleh mengadakan 

perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam 

undang-undang. Dengan pembatasan tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

b.  Asas Pelengkap, artinya pasal-pasal dan undang-undang boleh disingkirkan, 

apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian 

sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. 

c.  Asas Konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat 

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. 

d.  Asas Obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru 

dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak 

milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan perjanjian yang bersifat 

kebendaan, yaitu melalui penyerahan (levering).  

                                                           
20 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), ..., hlm. 161. 
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e. Asas Facta Sunt Servanda, artinya perjanjian merupakan undang-undang bagi 

pihak yang membuatnya.21 

Pada praktik isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu lembaga 

keuangan dengan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUH 

Perdata, dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk 

aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

KUH Perdata. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan 

uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi 

dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.22 

Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai 

perjanjian prinsip, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya. 

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian 

pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh 

penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.23 Sehingga dapat dikatakan 

juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan 

penyesuaian seperlunya. 

                                                           
21 http://sangkoeno.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-perjanjian-dan-asas-asas.html, 

diakses pada 30 Maret 2016 pukul 00.13 WIB. 
22  Mariam Darus Baruldzaman, Bab-bab tentang Credit Verband,Gadai dan Fiducia, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991), hlm. 28. 

23 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 

71. 

http://sangkoeno.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-perjanjian-dan-asas-asas.html,%20diakses
http://sangkoeno.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-perjanjian-dan-asas-asas.html,%20diakses
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Mengenai bentuk perjanjian kredit di dalam undang-undang tidak diatur 

secara jelas termasuk pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan tidak mengatur juga masalah perjanjian kredit, akan tetapi 

berdasarkan Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 

Oktober 1966, JO Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I nomor 

2/539/UPK/pemberian kredit antara perbankan dengan nasabahnya harus 

berdasarkan pada suatu akad perjanjian kredit.24 Perjanjian Kredit memiliki 

definisi yang sangat penting bagi para pihak, sebab perjanjian kredit merupakan 

landasan hukum dalam pemberian kredit bagi para pihak dan juga perjanjian 

kredit merupakan suatu alat bukti tertulis yang diperlukan oleh para pihak apabila 

terjadi sengketa. Perjanjian kredit yang dibuat selama ini berpedoman pada 

hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian kredit perlu 

memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh bank sebagai kreditur 

maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam pemberian, pegelolaan, dan penatalaksanaan kredit 

tersebut. Berkaitan dengan itu menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:  

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. 

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak di 

antara kreditur dan debitur.  

                                                           
24 Sutan Rerny Sjadeni, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi 

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 

1993), hlm. 2.   
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c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan kredit.25 

4. Jaminan Fidusia 

Fidusia dalam terminologi bahasa Belanda sering disebut dengan istilah 

fiduciare eigendom overdracht sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan 

istilah fiduciary transfer of ownership. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk 

fidusia sering pula disebut sebagai “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”.26 

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kata fidusia sudah digunakan, 

dengan demikian fidusia telah menjadi istilah resmi dalam hukum Indonesia, 

fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir ayat 1 

adalah sebagai berikut :  

 

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, pada prinsipnya jaminan 

fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan yang pada 

intinya memberikan barang bergerak maupun barang tidak bergerak 

sebagai jaminan dengan memberikan peguasaan atas benda objek jaminan 

utang tersebut kepada debitur”. 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam jaminan fidusia 

terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan 

dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. 

Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki 

sifat sebagai berikut : 

 

                                                           
25 Ibid., hlm.30. 
26 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 3. 
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a. Sifatnya tergantung terhadap perjanjian pokok. 

b. Keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok. 

c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan 

yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.27 

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 objek 

jaminan fidusia sangatlah luas, berdasarkan undang-undang tersebut objek 

jaminan fidusia meliputi : 

a. Benda bergerak, yang berwujud maupun tidak. 

b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 

tanggungan. 

G. Metodologi Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya  segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan, dibutuhkan suatu pedoman penelitian 

yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian menurut Robert Bogden dan 

Steven J Taylor adalah The process, principles and procedures by which we 

approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to 

how one conducts research. Dapat kita pahami bahwa metodologi yaitu suatu 

proses, prinsip dan prosedur didalam mencari jawaban atas suatu permasalahan. 

Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. 28 

                                                           
27 Gunawan Widjaja, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 125. 
28  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42. 
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Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis  

menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data 

yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan 

rescheduling dan reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, kata deskriptif dapat dimaknai 

sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar 

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.29 Yaitu 

menggambarkan secara obyektif dan menganalisis obyek yang diteliti guna 

menjelaskan keadaan dilapangan terkait dengan pelaksanaan rescheduling dan 

reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta. 

                                                           
29 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 31. 
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3. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini 

didapat dari sumber pertama dari perseorangan seperti hasil wawancara.30 Pada 

penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak 

BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta dan pihak debitur wanprestasi yang 

mengalami restrukturisasi pembiayaan. 

b. Data sekunder 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan hakim.31 Bahan hukum primer yang digunakan penulis 

yakni, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah  Republik Indonesia  Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 

Koperasi dan akad perjanjian serta adedendum yang dibuat oleh kreditur dan 

debitur. 

                                                           
30 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 42. 
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), hlm. 181. 



23 

 

1) Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi tentang hukum yang bukan 

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.32  

2) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdapat dalam penelitian yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Ilmiah Populer, Ensiklopedia dan tulisan yang terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang diangkat oleh penulis.33 

4. Metode Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data karya ilmiah ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian 

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data 

atau fakta yang ada di lapangan.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

                                                           
32 Ibid., hlm. 181. 
33 Susanti,” Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Hak 

Tanggungan (Studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan) “, Skripsi, Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004). 
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keterangan.34 Penulis mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pihak 

BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta dalam hal ini adalah orang yang 

dipercaya oleh pihak manajemen dan debitur yang ditunjuk oleh BMT Bina 

Sejahtera. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain 

sebagainya.35 Dokumentasi bertujuan untuk mencocokan dan melengkapi data 

primer. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta yang 

beralamatkan di Jalan Salak KM 3 Jogokerten RT 4 RW 14, Trimulyo, Sleman, 

Yogyakarta. 

6. Metode Pendekatan Ilmiah 

 

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di 

dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan suatu metode penelitian hukum secara yuridis empiris, yaitu 

melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu 

masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang 

sedang berlaku. 

                                                           
34 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81. 
35 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 158. 
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7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data ialah suatu proses untuk mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan kecil 

di lapangan.36 Tenik analisis data yang digunakan penulis yaitu penelitian 

kualitatif, artinya data diuraikan dalam bentuk kalimat  yang teratur dan efektif 

sehingga mempermudah dalam memahami dan menginterprestasikan data. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan uraian logis yang bersifat sementara 

menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya 

dan antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya.37 Penyusunan 

sistematika penulisan dimakhsud untuk memberikan gambaran yang jelas serta 

berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda, 

adapun sistematika pada penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, tinjauan umum, sebagai landasan teori untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan tinjauan umum 

tentang pembiayaan syariah, restrukturisasi kredit, perjanjian kredit, wanprestasi, 

kredit macet, jaminan fidusia dan lembaga keuangan mikro syariah serta BMT. 

                                                           
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kauntitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 244. 
37 Yudian Wahyudi dkk, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: 

Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 5. 
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 BAB III, berisi tentang gambaran umum dari BMT Bina Sejahtera Sleman 

yang meliputi sejarah pembentukan, visi dan misi BMT Bina Sejahtera Sleman 

Yogyakarta, struktur organisasi, produk dan jasa, tugas dan tanggung jawab 

pegawai di BMT Bina Sejahtera Sleman, Klasifikasi Penggunaan Jaminan dalam 

Produk Pembiayaan di BMT Bina Sejahtera, Klasifikasi Pengguna Jaminan 

Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman, Jumlah Nasabah Wanprestasi di BMT 

Bina Sejahtera, dan data penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Bina 

Sejahtera Sleman. 

BAB IV, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Dipaparkan juga mengenai hasil data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan maupun dari hasil studi pustaka mengenai pelaksanaan dan fungsi 

Rescheduling dan Reconditioning terhadap penanganan debitur wanprestasi pada 

perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman. 

BAB V, penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari dari 

penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Rescheduling dan 

reconditioning terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. BMT Bina Sejahtera lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui jasa- 

jasa pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah 

wanprestasi yang terjadi pada BMT Bina Sejahtera diselesaikan dengan cara 

Rescheduling dan Reconditioning, adapun tahapan Rescheduling dan 

Reconditioning yang dilakukan BMT Bina Sejahtera meliputi, a. Identifikasi 

Masalah, kreditur melakukan analisis terhadap penyebab debitur mengalami 

pembiayaan bermasalah selain itu dicari solusi untuk mengatasi pembiayaan 

bermasalah debitur, b. Penyelamatan Awal, kreditur melakukan penagihan 

secara intensif kepada debitur, apabila dengan cara penagihan debitur masih 

mengalami pembiayaan bermasalah maka debitur diberikan Surat Peringatan 

I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, c. Musyawarah, setelah pemberian 

Surat Peingatan III kreditur menetapkan kualitas kredit debitur dan melakukan 

negosiasi kepada debitur terkait cara dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah yang dialaminya dengan cara restrukturisasi ataupun dengan cara 

sita jaminan, d. Pemberian Surat Keputusan Tindakan, kreditur menetapkan 
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keputusan yang diambil untuk menyelamatkan kredit secara tertulis yang 

disampaikan kepada debitur, e. Pembuatan Addendum, perubahan perjanjian 

antara debitur dengan kreditur dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 

keduabelah pihak dengan memperhatikan metode penyelamatan yang 

disebutkan di Surat Keputusan Tindakan, f. Pengawasan dan Pembinaan, 

kreditur berkewajiban untuk mengawasi perilaku kredit debitur dengan 

melakukan silaturahim rutin dan apabila ditemukan kendala maka kreditur 

berkewajiban melakukan pembinaan agar pelaksanaan Rescheduling dan 

Reconditioning sesuai dengan isi addendum yang telah disepakati. Dari 

beberapa prosedur pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning yang 

dilakukan oleh debitur ditemukan ketidak sesuaian dengan aturan hukum yang 

ada yang meliputi, tidak dipenuhinya syarat-syarat Rescheduling dan 

Reconditioning yang telah dibuat kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan 

didalam penerapan Reconditioning, tidak adanya pengkategorian pelaksanaan 

Rescheduling dan Reconditioning sehingga menimbulkan kerancuan didalam 

pelaksanananya, dan SOP restrukturisasi yang tidak mencakup aturan PBI 

Nomor 10/18/PBI/2011 secara menyeluruh dan hanya ditambah dari kebijakan 

lisan yang dikeluarkan oleh Manajer Operasional. 

2. Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning sangat membantu kreditur 

dalam menyelasaiakan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah 

wanprestasi. Sehingga fungsi secara normatif didalam pelaksanaan 

Rescheduling dan Reconditioning sudah tercapai. Secara tersirat fungsi 

restrukturisasi didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2011 
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adalah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Kasus 

M dan S sebagai bukti nyata bahwa restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT 

Bina Sejahtera mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami 

debitur sehinggan kreditur tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh 

debitur. Dengan menggunakan cara ini  nasabah  dimudahkan dalam 

melanjutkan pembiayaannya dan pihak kreditur yang semula hak angsurannya 

hilang dapat kembali dan terhindar dari kerugian.  

B. Saran 

 

1. BMT Bina Sejahtera Sleman selaku kreditur hendaknya melakukan kajian 

yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika debitur mengalami 

kemunduran agar tidak terjadi wanprestasi.  

2. Hendaknya bagi debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban 

kreditnya walaupun jaminan yang dianggunkan nilainya semakin berkurang. 

3. Rescheduling dan Reconditioning merupakan penyelesaian pembiayaan 

bermasalah yang terbaik bagi kreditur dan debitur, mengingat addendum yang 

dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga BMT Bina Sejahtera 

sebaiknya membuat SOP secara lengkap tentang restrukturisasi agar 

terjaminnya kepastian hukum bagi nasabah. 

4. Pemerintah melalui dinas terkait sebaiknya melakukan upaya pengawasan 

secara teliti dan berkala karena semakin pesatnya lembaga keuangan mikro 

syariah serta diminatinya lembaga ini tidak sebanding dengan upaya 

pemerintah didalam fungsi pengawasan. 
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5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat bersinergi untuk 

dapat membentuk peraturan perundang-undangan tentang BMT sehingga 

terdapat kejelasan payung hukum terhadap lembaga keuangan mikro syariah 

ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk BMT Bina Sejahtera 

1. Jenis pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT Bina Sejahtera ? 

2. Jenis jaminan apa saja yang digunakan BMT Bina Sejahtera dalam 

memberikan suatu kredit kepada debitur ? 

3. Apa saja produk kredit  yang diwarkan BMT Bina Sejatera yang 

menggunakan jaminan fidusia ? 

4. Jenis jaminan apa sajakah yang paling banyak digunakan oleh debitur ? 

5. Pada tahun 2016 berapa nasabah yang telah mengadakan perjanjian kredit 

dengan jaminan fidusia ? 

6. Bagaimana proses pemberian kredit bagi debitur yang menggunakan jaminan 

fidusia ? 

7. Apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT setelah memberikan kredit 

kepada kreditur ? 

8. Apa kriteria nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit 

yang dilakukan di BMT Bina Sejahtera ? 

9. Apa yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia ? 

10. Bentuk wanprestasi apakah yang dilakukan oleh Debitur ? 

11. Berapa persen nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera ? 

12. Bagaimana penanganan nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera ? 
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13. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kreditur didalam mengatasi 

nasabah wanprestasi ? 

14. Apa saja dampak yang ditimbulkan ketika nasabah wanprestasi ? 

15. Jenis penyelesaian apa saja yang digunakan dalam penyelesaian kasus nasabah 

yang wanprestasi pada perjanjian kredit yang telah debitur sepakati ? 

16. Bagaimana proses pelaksanaan restrukturisasi di BMT Bina Sejahtera ? 

17. Berapa persenkah nasabah yang mengalami resrukturisasi baik Rescheduling 

dan Reconditioning ?  

18. Apa saja bentuk restrukturisasi yang diterapkan di BMT Bina Sejahtera ? 

19. Apa Perbedaan Rescheduling dan Reconditioning ? 

20. Apa karakteristik Rescheduling di BMT Bina Sejahtera ? 

21. Apa karakteristik Reconditioning di BMT Bina Sejahtera ? 

22. Apa dasar hukum yang digunakan didalam pelaksanaan Rescheduling dan 

Reconditioning ? 

23. Apa tujuan pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ? 

24. Apakah di BMT Bina Sejahtera trdapat Standar Operasional Manajemen  

terkait dengan pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ? 

25. Apa kelebihan dan kekurangan dari Rescheduling dan Reconditioning ? 

26. Penyitaan kepada nasabah wanprestasi merupakan jalan yang mudah dan 

ekonomis, kenapa kreditur memilih melakukan Rescheduling dan 

Reconditioning ? 

27. Apa hambatan yang dilalui didalam melaksanakan Rescheduling dan 

Reconditioning ? 
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28. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut ? 

29. Apa saja peran Rescheduling dan Reconditioning ? 

30. Bagaimana hubungan debitur dengan kreditur setelah pelaksanaan 

Rescheduling dan Reconditioning ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Kreditur 

1. Mengapa Anda mengajukan kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina 

Sejahtera ? 

2. Mengapa Anda mengerti kewajiban dan hak selaku debitur di BMT Bina 

Sejahtera ? 

3. Mengapa Anda melakukan wanprestasi ? 

4. Apakah angsuran yang dibayarkan ke BMT Bina Sejahtera terlalu besar 

atau terlalu berat bagi anda selaku nasabah ? 

5. Apakah Anda yang berinisiatif mengajukan Rescheduling dan 

Reconditioning ? 

6. Apakah Anda diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ? 

7. Apakah jumlah angsuran setelah Rescheduling dan Reconditioning sudah 

sesuai dengan kemampuan Anda? 

8. Apakah pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning berperan didalam 

mengatasi kesulitan kewajiban angsuran yang Anda alami ? 

9. Sejauh mana dan puaskah anda dengan pelaksanaan Rescheduling dan 

Reconditioning di BMT Bina Sejahtera ? 

10. Apakah pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning sudah sesuai 

dengan prinsip syariah dan koperasi ? 
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